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Abstrak

Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitor tidak menjalankan kewajibannya yang telah di
tentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan kewajibanya yang telah di tentukan dalam
perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitortidak menjalankan kewajibanya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normative, Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan
melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dari gugatan wanprestasi terhadap
BUMN atas sengketa perjanjian jual beli tanah dan bangunan dikarenakan dimana SumurungSiregar
ingin membeli rumah dinas yang pernah ditempatinya namun pada saat angsuran rumah tersebut telah
selesai Direktur PT.PLN tidak membalikkan akta rumah dinas tersebut menjadi nama Samurung Siregar.
Sehingga dalam perjanjian jual beli ini hakim mengadili dengan mendengarkan keterangan saksi dan
memeriksa bukti bukti yang ada. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan penyebab terjadinya
wanprestasi adalah bahwasannya banyaknya wanprestasi terjadi akibat tidak adanya perjanjian yang
mengikat antara kedua belah pihak yang menyebutkan akibat jika melanggar perjanjian yang telah
dibuat di dalam suatu surat yang tertulis. Dan banyaknya wanprestasi terjadi dikarenakan
ketidaksadaran salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Abstract

Default is a condition where the debtor does not carry out his obligations that have been specified in the
agreement. In addition to not carrying out its obligations as specified in the agreement, default can also
occur where the debtor does not carryout his obligations asstipulated in the law. Research method used is
normative yuridicial research, the nature of the research used is descriptive, data collection technique is
with do library research and interviews. The results of the study default lawsuit against state owned
enterprise on land and buildings sale agreement disputes because where Sumurung Siregar wanted to buy
the official house he once occupied but when the installment of the house wascompleted the Director of
PT.PLN did not reverse the deed of the official house to the name of Samurung Siregar. So that in this sale
and purchase agreement the judge judges by listening to witness statements and examining the existing
evidence. From research conducted it can be concluded that the cause of default is that in resolving the
default dispute, deliberation must first be carried out so as not to harm the parties if they do not get a
solution then go to court.
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PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu maka pembisnis baik lokal maupun nasional haruslah
mengerti mengenai aturan aturan mengenai perjanjian/ perikatan yang termuat dalam
KUHPerdata terutama buku ke III yang masih acuan umum bagi pembuatan kontrak di
Indonesia. Sumber hukum kontrak dalam civil law (Indonesia dan sebagian besar Negara
Eropa) adalah Undang-Undang, Perjanjian antar Negara, Yurispudensi dan
kebiasaan(Media Neliti, 2021).

Sebelum jauh mendalam membahas perjanjian kita harus mengerti dulu itu apa
hukum karena hukum merupakan patokan serta landasan untuk menyelesaikan segala
perkara. Menurut Sunaryati Hartono: “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi
seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam
hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur
berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat (Arief 2016) Meyers: “Hukum
adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesulitan, ditunjukkan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa
Negara dalam melakukan tugasnya.”

Dalam suatu ikatan perjanjian berarti terdapat pulak hubungan hukum. Hubungan
hukum hanya dapat terjadi ketika melibatkan 2 (dua) orang atau lebih. Jika hanya
melibatkan seorang saja maka tidak mungkin ada hubungan hukum. Hubungan hukum
hanya terjadi jika melibatkan dua orang saja karena hukum meletakkan hak pada satu
pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya (Pangestu 2019) Pasal 1338 ayat 1
KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang
sah. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat -
syarat sahnya perjanjian, mengingat bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian yang
dibuat secara tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut : Kesepakatan mereka yang
mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab
yang halal. Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam
perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif, sementara itu, syarat yang ketiga dan
keempat disebut dengan syarat objektif karena terkait dengan objek perjanjiannya
(Wicaksono 2008).

Dalam suatu perjanjian pasti ada suatu hal yang terjadi dalam menjalankan
perjanjian tersebut. Misalnya adalah salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang
telah disetujui kedua belah pihak. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh
debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek dari perikatan. Dalam hukum
perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan
(Muhammad 2011).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan wanprestasi adalah hal dimana tidak
memenuhi suatu perutangan (perikatan). Berdasarkan sifatnya, wanprestasi mempunyai
dua macam sifat yaitu pertama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang
dilakukan namun tidak secara sepenuhnya. Kedua, prestasi itu tidak dilakukan pada
waktu yang tepat (Pangestu, 2019). Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu
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kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti
sempit yang menyangkut kelalaian saja (Yahman, 2014).

Kapan dikatakan seseorang wanprestasi Adakalanya perjanjian tidak ditentukan
kapan saat pemenuhan prestasi. Dalam hal yang demikian, ingkar janji tidak segera terjadi
sejak saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Untuk itu diperlukan suatu tenggang
waktu yang layak. Jadi pada persetujuan yang tidak ditentukan tenggang waktu
prestasinya, ingkar janji tidak terjadi secara hukum (Slamet, 2013).

Dalam kasus sengketa wanprestasi ini Penggugat merupakan Pensiunan dari
Karyawan PT.PLN (Persero) pada tahun 2012 yang dahulu diangkat menjadi pegawai
PT.PLN Perseroan pada tanggal 25 Mei 1988 dengan No. Induk kepegawaian 5682102
yang ditandatangani oleh IR. Soesanto Kramadibrata selaku Perusahaan Umum Listrik
Negara Wilayah II. Penggugat merupakan pemegang Hak atas sebidang Tanah dan
Bangunan yang terletak di Jl. Udang No.06 - Link IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan
Tebing Tinggi Kota, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, seluas + 70 M2
(tujuh puluh meter persegi) yang diperoleh Penggugat dari Perjanjian Sewa Beli Tanah
dan Bangunan Rumah dengan No. 024.P]/442/GM-SU/2007 tertanggal 28-12-2007
antara Tergugat dan Penggugat. Penggugat tertarik membeli rumah dinas yang akan dijual
berdasarkan Surat Ijin Penempatan Rumah dengan No. 010.SIP/083/KPMS/2001 tanggal
10 Juli 2001 dan pada tahun 2006 Penggugat telah diberitahukan oleh Tergugat terkait
adanya penjualan rumah dinas yang ditempati oleh Penggugat sesuai dalam surat
pemberitahuan dari PT.PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan No. 00884/554/DD
AKT/2006 Perihal : Penjualan Rumah Dinas PT. PLN (Persero) pada tanggal 28 Februari
2006 yang dikeluarkan oleh Deputi Direktur Akuntansi PT.PLN Kantor Pusat. (Rosalina,
M. 2018).

Dalam proses pembelian Objek Aquo dapat diangsur dalam jangka waktu selambat-
lambatnya selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak
ditandatangani Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan No. 024.P]/442/GM- SU/2007
tertanggal 28-12-2007 tersebut dengan besar angsuran Rp. 7.597.678,- (tujuh juta lima
ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) selama 5x (lima
kali) angsuran. Kemudian setelah dilunasi oleh Penggugat, maka Tergugat membuat Akta
Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dihadapan PPAT untuk memenuhi persyaratan
dalam mengurusan pemindahan hak atau proses balik nama atas obyek Aquo kepada
Penggugat sebagaimana dalam Pasal 14 ayat 1 Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan
No. 024.P]/442/GM-SU/2007 tertanggal 28-12-2007. setelah Penggugat melunasi harga
rumah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian para pihak pada pokoknya
tercantum dalam Pasal 14 ayat 1,2 dan 3 yang menyebutkan dengan tegas “setelah pihak
kedua melunasi semua angsurannya maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan AJB
dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Kedua”, namun sampai dengan saat sekarang
ini sejak tahun 2012, proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut belum
dilaksanakan oleh pihak Tergugat. (Syaputra, M. 2016).

METODE PENELITIAN

Pada pokoknya, jenis penelitian tidak boleh berseberangan dengan tujuan dan
pertanyaan penelitian. Sebab itu pencantuman jenis penelitian tidak boleh asal-asalan dan
formalitas saja, karena jika metode peneltiannya salah maka tujuan penelitian tidak akan
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pernah tercapai (Bakry, 2016). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau
data sekunder (Efendi, 2018). Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel,
jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan
yang akan dibahas, Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , antara lain berupa kamus,
ensiklopedia dan lain - lain (Mahkamah Agung, 2005).

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif
analitis yang merupakan prosedur pemecahaan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan dan melukiskan keadaan objek dan subjek penelitian seseorang,
masyarakat, dan lain lain. Pada saat sekarang metode ini berdasarkan fakta yang tampak
atau sebagaimana adanya (Ode, 2012).

Alat pengumpul data yang digunakan adalah : Penelitian Kepustakaan (Library
research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang -
Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung
data primer dan data sekunder dan Penelitian Lapangan (Field research) yaitu dengan
melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan
penelitian ke pengadilan Negeri Medan dengan Mengambil Putusan Nomor:
276/PDT.G/2020/PN Mdn dan melakukan Wawancara. (Hidayat, M. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Dalam Suatu Perjanjian Sewa Beli Tanah dan
Bangunan

Pelaksanaan perjanjian sewa beli tidak terlepas dari konsekuensi hukum yang
mengaturnya oleh karena dalam pelaksanaannya pasti akan menemukan banyak kesalahan
ataupun kelalaian dari salah satu pihak sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban akan
akibat hukum yang terhadap suatu kesalahan atau kelalaian. Perlu dipahami bahwa dalam suatu
perjanjian sewa beli dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya
untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam kenyataan yang
ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa
yang telah diperjanjikan sehingga merugikan salah satu pihak. (Sipahutar, A. 2019).

Perjanjian mengenai sewa beli sampai saat sekarang belum ada Undang-Undang khusus
yang mengaturnya. Sewa beli belum diuraikan secara lugas dan rinci, Termasuk di dalam isinya
belum memuat tentang kapan berakhirnya suatu perjanjian sewa beli. Berakhirnya perjanjian
sewa beli ini, para pihak boleh sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga kemungkinan ada
cara untuk mengakhirinya. Adapun kemungkinan- kemungkinan yang dapat dijadikan cara untuk
mengakhiri suatu perjanjian tersebut :

1. Apabila angsuran telah dibayar lunas;
2. Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang meneruskan, atau
mungkin ada ahli warisnya yang namun tidak mau meneruskan;
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3. Apabila terjadi perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian sewa beli oleh pihak
penjual sewa terhadap pihak lawannya;
4. Apabila setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersifat tetap.

Dalam perjanjian sewabeli ditentukan, apabila dalam waktu sewa beli benda yang
disewabelikan musna sama sekali karena peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak,
perjanjian sewa beli gugur demi hukum. Jika benda yang disewabelikan musna ditangan pihak
yang menyewa belikan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang menyewabelikan.
Jika pihak yang menyewabeilikan adalah pemiloik benda, dialah yang bertanggung jawab atas
kerugian akibat keadaan memaksa tersebut (Muhammad, 1993).

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan No. 276/PDT.G/2020/PN.
Mdn

Perjanjian antara Samurung Siregar dan Direktur PT. PLN dalam Putusan
No0.276/PDT.G/2020/PN Mdn. Jelas terbukti merupakan kasus wanprestasi dimana Tergugat
tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan tidak
membalikkan nama terhadap objek yang dibeli atas nama penggugat. Putusan Hakim yang
menyatakan ini adalah sengketa wanprestasi berdasarkan bukti dan saksi yang telah dilampirkan
oleh Samurung Siregar.

Sehingga berdasarkan Bukti dan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Hakim menimbang
dan memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Menyatakan
sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah
dan Bangunan Rumah nomor 024.P]/442/GM-SU/2007 tanggal 28 Desember 2007 antara PT.
PLN (Persero) dengan Samurung Siregar. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah
dan rumah bangunan rumah diatasnya seluas 70 ( tujuh puluh ) meter persegi dari keseluruhan
Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 773/1996 dengan luas 104,57 (seratus empat koma lima
puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Udang nomor 06 Link. IV Kelurahan Badak
Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.

Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan surat kepemilikan atas tanah
tersebut kepada Penggugat serta membuat Akta Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat
dihadapan PPAT untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan pemindahan hak atau
pengurusan perolehan hak atas tanah (balik nama) Menghukum Tergugat untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam
ribu rupiah).

Penerapan Prinsip Hukum Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Dalam Undang-
Uandang

Sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda
dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan
atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diktat dalam suatu perjanjian. Di dalam Buku
[II KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat, yaitu Pasal
1319 KUH Perdata berbunyi ; Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun
yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab
yang lalu” (Salim, 2008)

Asas Pacta Sunt Servanda adalah merupakan asas kepastian hukum karena perjanjian yang
dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini
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dapat disimpulkan kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dalam
pasal 1338 KUHPerdata (Nurachmad, 2010).

Selain itu secara umum Pasal 1338 memberikan dasar yang sangat penting dalam mana
para pihak membuat kontrak diluar yang tertulis dalam KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata
menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”. Artinya, semua perjanjian mengikat bagi mereka yang
membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban
melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian,
asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian
sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari
pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu
yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi
obyek perjanjian, misalnya Rumah dan Tanah, tetap berstatus barang sewa yang hak
kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan sertifikat adalah atas
nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau
memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam
perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan,yaitu pada saat bersamaan
dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi
pemilik. (Harahap, D. 2017).

kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh
kelalaian si debitor. Misalnya, dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung
suatu penyakit yang menular kepada sapi-sapi lainnya milik si pembeli, hingga sapi-sapi ini mati
karena penyakit tersebut. Ataupun, rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk
karena salah konstruksinya, hingga merusakkan segala perabot rumah. Sedangkan yang
dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstdervig)
yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor (Slamet, 2013)

Pada dasarnya penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dilakukan seperti perjanian-
perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian sewa beli bukan seperti perjanjian jual beli ataupun
sewa menyewa, namun perjanjian sewa beli merupakan gabungan dari keduanya yang
diaplikasikan dengan cara para pihak melakukan hak dan kewajiaban dalam perjanjian.
Penerapan perjajian sewa beli di Indonesia contohnya misalnya pada kasus inidimana Sumurung
Siregar ingin membeli sewasebuah rumah kepada Direktur PT. PLN, yaitu dengan cara membayar
uang muka terlebih dahulu, kemudian membayar angsuran/cicilan samapai lunas. Dengan
membayar uang muka hak milik atas rumah tersebut belumberalih, namun rumah tersebut
sudah dikuasai atau ditempati dan pembeli sewa wajib merawat memelihara rumah tersebut.
Dan ketika angsuran/cicilan lunas, maka barulah hak milik berali kepada Pembeli sewa dengan
penjual sewa menyerahkan bukti kepemilikan atas rumah tersebut. Untuk itu sewa beli adalah
suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap
berada pada si penjual sewa meski barang sudah berada ditangan pembelisewa. Hak milik baru
beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa, setelah pembeli sewa setelah membayar
angsuran terakhir untuk melunasi harga barang sesuai dengan kesepakatan bersama.
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SIMPULAN

Penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam suatu perjanjian sewa beli tanah dan
bangunan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Jika terjadi wanprestasi
atau tidak dipenuhinya hak salah satu kedua belah pihak diselesaikan di pengadilan.
Adapun kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan cara untuk mengakhiri suatu
perjanjian tersebut : Apabila angsuran telah dibayar lunas, Apabila salah satu pihak
meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang meneruskan, atau mungkin ada ahli
warisnya yang namun tidak mau meneruskan, Apabila terjadi perampasan barang yang
menjadi obyek perjanjian sewa beli oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lawannya,
Apabila setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersifat tetap. Yang menjadi
pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara putusan No.276/PDT.G/2020/PN Mdn
adalah dengan memeriksa alat bukti yang diberikan oleh penggugat dan mendengarkan
kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat serta
melandaskan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP). Penerapan prinsip hukum
perjanjian sewa beli tanah dan bangunan dalam Undang-Undang . Pasal 1338 KUHPerdata
menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa
peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir
atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir.
Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian,
misalnya Rumah dan Tanah, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya
dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan sertifikat adalah atas nama
pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau
memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi
dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan,yaitu pada saat
bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli
akan menjadi pemilik.
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